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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha
hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari
Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang
dilakukan oleh para pedagang eceran yang tidak mempunyai izin dari pemerintah
namun tetap melaksanakan kegiatan jual beli BBM tanpa adanya proses penegakan
hukum. Rumusan masalah: Bagaimana Keabsahan jual-beli BBM oleh pedagang
eceran ditinjau dari aspek hukum perjanjian?, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya praktek penjualan BBM oleh pedagang eceran tanpa izin di Kabupaten
Pasaman?, Serta Bagaimana pengawasan terhadap pedagang Bahan Bakar Minyak
eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman?. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis-empiris-yaitu penelitian.yang. dilakukan dengan mengkaji suatu
aturan diimplementasikan.' Berdasarkan hasil penelitian ifi belum terlaksana secara
optimal di lapangan. Mengingat kegiatan jual beli BBM yang dilakukan oleh para
pedagang eceran di Kabupaten Pasaman menimbulkan suatu akibat hukum yaitu
batal demi hukum karena bertentangan atau melanggar ketentuan UU Migas dan
dapat dikategorikan sebagal perbuatan melawan hukum atau ilegal. Pengawasan dan
penegakan huku terhadap jual beli BBM eceran di Kabupaten Pasaman dinilai belum
terlaksana dengan baik karena belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap
para pedagang BBM eceran sehingga kegiatan usaha yang merugikan tersebut makin
marak dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi permasalahan terbut maka pemerintah
Kabupaten Pasaman harus mempertegas penegakan hukum dan pengawasan terhadap
kegiatan usaha tersebut baik itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai aturan kegiatan niaga BBM maupun dengan dikeluarkannya peraturan
daerah terkait pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan terhadap niaga BBM
di Kabupaten Pasaman.
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